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RINGKASAN 

 

Indonesia termasuk lima besar negara-negara di dunia yang memiliki 

kekayaan etnik tradisional yang paling beragam. Kekayaan etnik ini mewujud 

dalam keberagaman Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang tinggi. 

Persoalannya kemudian, sistem hukum yang berlaku positif di Indonesia belum 

mampu secara maksimal memberikan perlindungan terhadap EBT Indonesia. 

Sejumlah ketentuan perlindungan masih merupakan ketentuan pengecualian yang 

tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak langsung 

mengatur EBT secara integratif. Penelitian yang merupakan penelitian tahun 

kedua lanjutan dari penelitian di tahun 2014 bertujuan untuk melakukan 

Pengembangan Wilayah Suaka Sumber Daya Budaya Tak Benda (SDBTB) di 

Indonesia. Adapun target khusus yang akan dicapai pada tahun kedua ini adalah 

dapat melakukan pemberkasan identifikasi wilayah dalam pra-pemberdayaan 

pemegang hak; dan membentuk suatu desain strategi pengembangan untuk 

memaksimalkan perlindungan suatu SDBTB di tingkat lokal maupun nasional 

Indonesia.  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif yang menitikberatkan penelitian pada ketentuan hukum yang berlaku. 

Selain metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini juga menggunakan 

metode yuridis antropologis. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis 

yaitu dengan membandingkan antara berbagai instrumen Hukum Internasional 

dan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia kemudian melakukan 

analisis yang dapat diterapkan untuk perlindungan Sumber SDBTB di Indonesia. 

Tahap penelitian ini meliputi penelitian lapangan dan studi kepustakaan. 

Penelitian Lapangan dilakukan di empat provinsi, yakni Sumatera Selatan,  

Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Penelitian 

kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa bahan 

hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan nasional dan 

instrumen hukum internasional sebagaimana tersebut dalam  metode pendekatan, 

bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel, serta bahan hukum tersier 

yang berupa ensiklopedia, kamus dan indeks. 

Bentuk sistem perlindungan hukum yang integratif dan implementatif 

untuk memaksimalkan perlindungan suatu SDBTB di tingkat lokal maupun 

nasional Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu melalui 

peraturan perundang-undangan yang telah berlaku; pengaturan sui generis; atau 

kombinasi antara keduanya. Sistem pembagian keuntungan yang adil dan 

seimbang bagi pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat dari keuntungan 

moneter maupun non moneter suatu SDBTB harus berdasarkan kesepakatan dari 

pihak penerima manfaat dan pengguna. Strategi pengembangan wilayah suaka 

yang dapat memaksimalkan pemanfaatan SDBTB di Indonesia yaitu melalui 

pembentukan wilayah suaka  SDBTB yang memperlihatkan keterwakilan 

Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. 
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Besar harapan kami laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak, utamanya kalangan akademisi, pemerintah, serta pemangku Sumber Daya 

Budaya Tak Benda di Indonesia. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, 

namun kami harap penelitian ini dapat menjadi rangkaian peta jalan peneliti di 

bidang Hukum Kekayaan Intelektual pada waktu mendatang. 

 

 

Bandung, Oktober 2015 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejauh ini, Indonesia termasuk lima besar negara-negara di dunia yang 

memiliki kekayaan etnik tradisional yang paling beragam. Kekayaan etnik ini 

mewujud dalam keberagaman Ekspresi Budaya Tradisional yang tinggi. Dari 

8000 bahasa di dunia, hampir sepuluh persen bahasa di dunia ada di Indonesia. 

Motif batik, tarian, cerita rakyat, arsitektur tradisional, dan lagu daerah di 

Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 30.000 jenis1. Jika Indonesia 

diperkirakan sebagai salah satu mega cultural diversity in the world atau salah 

satu negara dengan kekayaan budaya tertinggi di dunia, tampaknya tidak 

berlebihan.   

Persoalannya kemudian, sistem hukum yang berlaku positif di Indonesia 

belum mampu secara maksimal memberikan perlindungan terhadap Ekspresi 

Budaya Tradisional Indonesia. Sejumlah ketentuan perlindungan masih 

merupakan ketentuan pengecualian yang tersebar di beberapa peraturan 

perundang-undangan yang tidak langsung mengatur Ekspresi Budaya Tradisional 

secara integratif. Indonesia baru memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 

tentang Benda Cagar Budaya yang hanya mengatur Sumber Daya Budaya yang 

bersifat material atau kebendaan. 

Selain persoalan tersebut, banyak pihak yang karena ketidaktahuannya, 

melakukan simplifikasi dengan meyakini bahwa semua jenis Ekspresi Budaya 

Tradisional, khususnya di Indonesia, bisa dilindungi secara maksimal oleh sistem 

hukum Hak Kekayaan Intelektual yang ada sekarang. Ketika gambar penari 

Pendet dari Bali muncul dalam iklan promosi pariwisata Malaysia dalam salah 

satu jaringan media televisi global tahun 2009, terbetik ide untuk mendaftarkan 

                                                           

1Hokky Situngkir, Indonesian Archipelago Culture Initiatives (IACI), “Kekayaan Budaya 

Indonesia”, presentasi dalam The National workshop on Intellectual Property and the 

Documentation and Estabilishment of Database of Traditional Knowledge, Folklore and 

Intangible Cultural Heritage,UPT HKI Unpad bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, 

Kementerian Budaya dan Pariwisata, serta World Intellectual Property Organization (WIPO), 

2011. 


